BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT

Menimbang

Mengingat

1.

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

: a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan

perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas

Sekretariat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 54

Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang



0.

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
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2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 54),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 32

Bagian umum mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan rencana program, kegiatan dan

anggaran Bagian umum;
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mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis
lima tahunan dan rencana kerja/rencana kerja tahunan
Sekretariat Daerah;

mengoordinasikan  penyusunan rencana  program,
kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas
kinerja Sekretariat Daerah;

melaksanakan penatausahaan dan menyusun laporan
keuangan Sekretariat Daerah;

melaksanakan program di bidang tata usaha pimpinan,
staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga dan perlengkapan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan;

menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
kepada Asisten Administrasi Umum sesuai bidang tugas
dan fungsinya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 33

Sub Bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian

mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub
Bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran

yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,
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kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
perencanaan, pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan perencanaan tata usaha umum,
persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;

d. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta
jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan
lingkup Sekretariat Daerah;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan penyusunan
dokumen perencanaan lima tahunan dan penyusunan
perjanjian kinerja lingkup Sekretariat Daerah;

i. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan menyusun
laporan akuntabilitas kinerja lingkup Sekretariat Daerah;

j- menghimpun dan menverifikasi indikator kinerja utama
dan target kinerja Sekretariat Daerah;

k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
kepada kepala Bagian umum sesuai bidang tugas dan
fungsinya; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

Sub Bagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai

tugas:
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a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub
Bagian rumah tangga dan perlengkapan;

b. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah;

c. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan
dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu
Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

d. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor
di lingkup Sekretariat daerah;

e. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat
daerah;

f. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala
Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah serta
kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;

g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas
Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat
daerah;

h. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretariat daerah;

i. menyusun rencana kebutuhan, penatausahaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan barang milik Daerah;

j.- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan
pihak lain untuk mendukung kelancaran tugas;

k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
kepada kepala Bagian umum sesuai bidang tugas dan
fungsinya; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 42

Sub Bagian komunikasi pimpinan mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub
Bagian komunikasi pimpinan;

menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas
arahan pimpinan,;

menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
kepada kepala Bagian protokol dan komunikasi pimpinan
sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 43

Sub Bagian dokumentasi pimpinan mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Sub

Bagian dokumentasi pimpinan;

. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;
menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
kepada kepala Bagian protokol dan komunikasi pimpinan
sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
ANIK SUWARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



